PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

: a. bahwa organisasi perangkat daerah merupakan sarana

pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara utuh
berdaya guna dan berhasil guna;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja, penataan kembali organisasi
perangkat daerah dipandang perlu dilakukan sejalan dengan
perkembangan tugas pokok dan fungsi yang melekat
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan terutama
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 30

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

IS S L =

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Kajian Masalah Strategis;

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa;
Bidang Hubungan Antar Lembaga,;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 31

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

b membawahi :

a. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kajian Masalah Strategis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 huruf ¢ membawahi :

a. Sub Bidang IPOLEKSOSBUD; dan

b. Sub Bidang Pembinaan Kewilayahan.

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kesatuan Bangsa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d

membawahi :

a. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan; dan

b. Sub Bidang Bela Negara dan Hak Asasi Manusia.

Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf e membawahi :

a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Masyarakat; dan

b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Demokrasi dan
Budaya Politik.

Ketentuan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,

\ —

KHOMILU

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal} 2 iaret 2012

Pit. SE ARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR , seri p



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA NOMOR  : 10 TAHUN 2012
BUPATI
WAKIL BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH
KEPALABADAN | |
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL :
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
A ) 4 y
BIDANG BIDANG BIDANG
KAJIAN MASALAH PENGEMBANGAN NILAI-NILAI HUBUNGAN
STRATEGIS KESATUAN BANGSA ANTAR LEMBAGA
] ] ]
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
IPOLEKSQSBUD BINA WAWASAN HUBUNGAN LEMBAGA
KEBANGSAAN MASYARAKAT
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBINAAN BELA NEGARA DAN HUB. LEMBAGA DEMOKRASI
KEWILAYAHAN HAK ASASI MANUSIA DAN BUDAYA POLITIK

BUPATI PAMEKASAN,




